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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WONOGIRI, 

a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Adrninistratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Peraturan 

Bupati Wonogiri Nomor 133 Tahun 2021 Tentang 

Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri perlu 

ditinjau kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri 

Nomor 133 Tahun 2021 Tentang Tunjangan 

Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Wonogiri; 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI WONOGIRl 

NOMOR 4 TAHUN 2025 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI 

NOMOR 133 TAHUN 2021 TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI 

BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN WONOGIRI 

BUPATI WONOGIRl 

PROVINS! JAWA TENGAH 
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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2757); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Mengingat 
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Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggotan dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 7, Tarnbahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 163); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 
2021 tentang Pengolaan Keuangan Daerah ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3, 
Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 
Nomor 194); 

7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 133 Tahun 2021 
Tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita 
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 133); 

8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 
Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Wonogiri 
Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas 
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 
Nomor 46); 
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Pasal 4 

( 1) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota 
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
sejumlah Rp. 13.050.000,00 (tiga belas juta lima 
puluh ribu rupiah). 

(1) Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan 
dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan. 

(2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) harus memperhatikan asas 
kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga 
setempat. 

(3) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan 
harus sesuai dengan standar satuan harga sewa 
kendaraan yang berlaku untuk standar perorangan 
dinas bagi Anggota DPRD, tidak termasuk biaya 
perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas 
jabatan. 

(4) Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD 
tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi 
Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 3 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri 
Nomor 133 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Transportasi 
Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 
Nomor 133), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasall 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 133 TAHUN 
2021 TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN WONOGIRI. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 
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Ditetapkan di Wonogiri 
pada tanggal 2 Januari 2025 

t BUPATI WONOGIRI,! 

~~· o o·suToPo 
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Diundangkan di Wonogiri 
pada tanggal 2 Januari 2025 

S DAERAH KABUPATEN 

(2) Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibayarkan 
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri. 


